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1. Perizinan di Indonesia

Izin merupakan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh administrasi
negara. Izin sebagai instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis
mempunyai berbagai tujuan antara lain, vyaitu mengarahkan/
mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan
oleh aktivitas tertentu, melindungi obyek tertentu, mengatur distribusi
benda langka, seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu. "

Dari berbagai tujuan inilah, muncul berbagai izin di berbagai sektor seperti
lingkungan hidup kepariwisataan, industri, perdagangan, kesehatan,
perbankan dan sebagainya.

Keadaan ini menyebabkan adanya banyak/berbagai instansi/pejabat
administrasi negara yang berwenang untuk menerbitkan izin sesuai dengan

bidang masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
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